ABSTRAK

Jefry Tarantang. 3220110041. Proses Perceraian dalam Perspektif Filosofi Huma
Betang pada Masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan Prospek
Pengembangan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia

Perceraian dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, ketika
rekonsiliasi tidak memungkinkan, tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi
nilai filosofi Huma Betang. Proses ini melalui tahapan hukum adat yang melibatkan
musyawarah tokoh adat dan keluarga besar, dilanjutkan ke Pengadilan Agama
sesuai hukum Islam, serta tetap mengacu pada hukum negara sebagai payung
hukum nasional. Ritual spiritual seperti tampung tawar dan angkat Pahari
dijalankan untuk menjaga keharmonisan sosial dan spiritual. Perceraian dipandang
sebagai perbuatan yang dibenci Allah namun dibolehkan, sehingga harus
dilaksanakan melalui jalan ma ruf dan ihsan, menghormati nilai adat yang dijalani
secara etis, bermartabat, dan selaras dengan prinsip sosial, spiritual, dan budaya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis filosofi perceraian bagi
masyarakat Dayak Ngaju, struktur filosofi Huma Betang dalam proses perceraian
pada Masyarakat Dayak Ngaju, sistem hukum dalam proses perceraian berdasarkan
filosofi Huma Betang pada kelembagaan adat Dayak Ngaju dan Pengadilan Agama,
dan prospek penerapan nilai-nilai filosofi Huma Betang dalam pengembangan
sistem hukum keluarga di Indonesia.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai
berikut: Pertama, untuk grand theory, digunakan teori pembangunan hukum Islam.
Kedua, untuk middle theory, digunakan teori sistem hukum. Ketiga, untuk applied
theory, digunakan teori penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian: (1) Filosofi Huma Betang dalam proses perceraian
masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa perceraian
tidak hanya berarti berakhirnya hubungan suami-istri, tetapi juga merupakan
peristiwa sosial, moral, dan spiritual yang harus dijalani dengan kehati-hatian
berdasarkan prinsip ma ‘ruf dan ihsan dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 229. (2) Struktur
filosofi ini meliputi dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi Belom Bahadat,
yang memandang perceraian sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan
sosial, hubungan antarkomunitas, serta penghormatan terhadap hak masyarakat
adat (Indigenous Rights). Pengetahuan dalam konteks ini dibangun
melalui pengalaman kolektif, tradisi lisan, dan musyawarah adat, dengan lembaga
adat berperan sebagai mediator yang diakui dalam sistem hukum nasional maupun
internasional. (3) Sistem hukum yang berlaku mencerminkan pluralisme hukum,
berpijak pada nilai kebersamaan, kesetaraan, kejujuran, kekeluargaan, dan
toleransi, di mana lembaga adat dan Pengadilan Agama saling melengkapi untuk
menegakkan keadilan dan keharmonisan sosial. (4) Prospek filosofi Huma Betang
berpotensi dalam pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia yang
harmonis antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, serta relevan
dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.



ABSTRACT

Jefry Tarantang. 3220110041. The Divorce Process in the Perspective of the
Huma Betang Philosophy among the Dayak Ngaju Community of Central
Kalimantan and the Prospects for Developing the Family Law System in Indonesia

Divorce among the Dayak Ngaju community in Central Kalimantan, when
reconciliation is no longer possible, is carried out while upholding the philosophical
values of Huma Betang. The process follows stages of customary law, involving
deliberations among traditional leaders and extended families, followed by
proceedings in the Religious Court in accordance with Islamic law, and finally
referring to state law as the overarching national legal framework. Spiritual rituals
such as tampung tawar and angkat pahari are performed to preserve social and
spiritual harmony. Divorce is perceived as an act disliked by Allah but permitted,
and therefore must be conducted through the path of ma ruf and ihsan, in a manner
that respects customary ethics, dignity, and alignment with social, spiritual, and
cultural principles.

The purpose of this study is to analyze: (1) the Huma Betang philosophy of
divorce among the Dayak Ngaju community; (2) the philosophical structure of
Huma Betang within the divorce process among the Dayak Ngaju; (3) the legal
system governing the divorce process based on the Huma Betang philosophy within
the Dayak Ngaju customary institution and the Religious Court; and (4) the
prospects for applying Huma Betang’s philosophical values in the development of
Indonesia’s family law system.

The conceptual framework of this study applies three theoretical foundations:
first, as the grand theory, the theory of Islamic legal development; second, as
the middle-range theory, the theory of legal systems; and third, as the applied
theory, the theory of dispute resolution.

The findings: (1) (1) The Huma Betang philosophy in the divorce process
among the Dayak Ngaju community of Central Kalimantan shows that divorce is
not merely the end of a marital relationship but also asocial, moral, and
spiritual event that must be carried out with prudence, based on the principles
of ma’ruf and ihsan as stated in Qur’an Surah Al-Baqarah (2:229). (2) This
philosophy encompasses the ontological, epistemological, and
axiological dimensions of Belom Bahadat, viewing divorce as part of the effort to
maintain social balance, intercommunity relations, and respect for Indigenous
Rights. Knowledge in this context is shaped through collective experience, oral
traditions, and customary deliberations, with customary institutions serving as
mediators recognized within both national and international legal systems. (3) The
existing legal framework reflects legal pluralism, grounded in the values
of solidarity, equality, honesty, kinship, and tolerance, where customary
institutions and the Religious Court complement each other in promoting justice
and social harmony. (4) The prospects of the Huma Betang philosophy hold
potential in the development of a family law system in Indonesia that harmonizes
customary law, Islamic law, and national law, while remaining relevant to the
objectives of law, namely justice, legal certainty, and utility.
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